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KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- IZi TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KESEIMBANGAN TANAH WAKAF

MASJID AS SYUHADA

WALIKOTA AMBON,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51

huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf serta dalam rangka
peningkatan tertib administrasi dan tertib pendataan
penggunaan tanah wakaf yang sesuai dengan
peruntukannya, agar tidak @ teijadi persoalan
dikemudian hari serta untuk memberikan jaminan
kepastian hukum bagi pihak pembeli maupun penerima
wakaf oleh masyarakat, maka perlu membentuk Tim
Keseimbangan Tanah Wakaf Masjid As Syuhada;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Pembentukan Tim Keseimbangan
Tanah Wakaf Masjid As Syuhada;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

PenyelenggaraanNegara Yang Bersihdan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4459);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peratuan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang
Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya
Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 809);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006
tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4667);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 156;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
321);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Keseimbangan Tanah Wakaf Masjid As
Syuhada sebagaimana terlampir dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaian tentang keseimbangan nilai harga
objek wakafdengan tanah Pemerintah Kota Ambon;

2. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kota Ambon untuk tukar guling.

Tim Keseimbangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
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TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KESEIMBANGAN TANAH
WAKAF MASJID AS SYUHADA

KEDUDUKAN
NAMA JABATAN DALAM TIM
Penanggung
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Nadzir Masjid As Syuhada Anggota



